
BUPATITULUNGAGUNG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG 
NOMOR 84 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN TULUNGAGUNG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULUNGAGUNG, 

bahwa dalarn rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Tulungagung, maka perlu melakukan perubahan terhadap 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2019 
tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402) ; 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 1 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6447); 

5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
194); 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 
2019 ten tang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang 
Kesatuan Bangsa dan Politik; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 
Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten 
Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 {Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D) ; 

8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2019 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Tulungagung {Berita Daerah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 81); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK KABUPATEN TULUNGAGUNG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung 
Nomor 80 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung 
{Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 
81) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi 

sebagai berikut: 
Pasal 14 

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
e mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing dan lembaga asing, 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta 
penanganan konflik. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik mempunyai f ungsi: 
a. penyusunan program kerja di bidang 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing dan lembaga asing, 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta 
penanganan konflik di Kabupaten Tulungagung; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing dan lembaga asing, 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta 
penanganan konflik di Kabupaten Tulungagung; 

c . pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing 
dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik di 
Kabupaten Tulungagung; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing 
dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan serta penanganan konflik di 
Kabupaten Tulungagung; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing dan lembaga asing, 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta 
penanganan konflik di Kabupaten Tulungagung; 
dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kepala badan. 

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1, 
mempunyai tugas: 
a . menyiapkan bahan penyusunan program kerja di 

Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; 
b. menghimpun, menganalisa dan merumuskan data 

yang berkaitan dengan kewaspadaan dini dan 
kerjasama intelijen; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi 
kegiatan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini 
dan kerjasama intelijen keamanan; 

d. melaksanakan operasionalisasi Komunitas 
Daerah (KO MINDA); 

Intelijen 
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e. meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah 
dini bagi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan 
fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 
(FKDM); 

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun 
pelaporan tugas dan kegiatan di Sub Bidang 
Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, meliputi 
pemantauan orang asing dan organisasi asing, 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bidang. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. 

Ditetapkan di Tulungagung 
pada tanggal 30 Nopember 2020 

B~ , ~ 

f.$ MARYOTO BIROWO ,, 

Diundangkan di Tul 
pada tanggal 30 No 
SEKR RIS DAE H, 

Ors. SUKAJI, 
Pembina Utama Muda 
NIP. 1964119 198508 1 003 
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 84 
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